YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA e
e UNIVERSITAS PANCASILA

~ PERATURAN
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR . 0L [YPPUP/CP/VIL2015
‘ TENTANG
" STATUTA UNIVERSITAS PANCASILA

Dengan igdhmat Tuhan yang Maha Esa
Yayasan PendidiKan dan Pembina Universitas Pancasila

Menimbang . &. bahwa statuta merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan
kegiatan dan pengembangan Universitas Pancasila yang
hiaius senantiasa disesuaikan dengan perkernbangan masyarakat,
perguruan tinggl, Kkemajuan ilmu pengetahuan, teknologi
informasi dan komunikasi;

"b.  bahwa Statuta Universitas Pancasila yang beriaku sejak tahun
- 2002 perlu disesuaikan;
c.. bahwa berdasarkan risalsh rapat Yavasan Pendidikan dan
" Pembina Unversitas Pancasila tanggal 7 Oktober 2014 perli
disusun statuta yang bary;
d. ‘hzhwa oleh karzna ifu, perlu ditetankan statuiz yang baru untuk
menggantihan statuta tahun 2902;

Meagingat : 1 Undang-Undacg Republik Tndonesia MNomor 1 15 Tahun 2041

' tentang Yavasan;

2. Undang-Undang Republik Indenesia Nomor : 20 Tahun 2633

teniang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2004

fentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan:

4. Undang-undang Nomeor 14 Tahun 2005 tentzng Guru <2n

Dosen.

5. Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor : 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tioggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomoc 37 Tahun 2008 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang

Perdansan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerinah Nomor : 32 Tahun 20i3 Teniung
Perubzina Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahua 2005
Teniang Swandar Nasional Perdidikan:

9. Perzturan Menteri Pendidikan  dan Kebudavaan Republik
Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 ientang Penerapan Kerangka
r.ualitikast Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinegi:

10, Pererurar  Pemerinzh Nomor - 4 Tahen 2014
Penycienggaraan
Tinggi:
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Perzuruan Tinggl dan Pengelolaan Perguruan
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1. Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Republik
[ndonesia Nomor - 50 Tabun 2014 teniang Sistem Penjaminan -
Mutu Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggj;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta
Dan Organisast Perguruan Tinggi.

Keputusan rapat Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas
Pancasila tanggal 7 Olktaber 2014,

MEMUTUSKAN

JPERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA

UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS PANCASILA.

Statutz Universitas Pacasila adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan mi.
Stzfita sebagaimana dimateond dalam diktum pertama merupakan

pedoman dasar dalam  penyclenggaraan Legiaiem danfatau
pcn‘gembangan bidang akademi% dan bidang non akademik
Uruversitas Pancasila.

Peraturan ini reulat berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Jakarta .

o PEE Tegegal - 44 Juli 2015
a IS .:_5";’ - —;;‘5
s ng{ua Pembina,

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada -
Menteri Riset dan Pendidikan Tingai;
Dirjen Kelcinbagaan Hmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi:

Koordinater Kopertis Wilayah 111 Jakaria:
Rektor Universitas Pancasila;
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PEMBUKAAN

Universitas sebagai pusat ilmu dan budaya, secara universal di dalam dirinya mengandung
embanan-bawaan: sebagai lembaga ilmu, mengembangkan ilmu dan tekmologi: sebagai
lembaga budaya, menumbuhkan dan memelihara budaya masyarakat ilmiah yang merupakan
unsur pembentuk kebudayaan nasional. Universitas sekaligus mendidik dan mengajar sivitas
akademika yang menjadi asubannya, baik pengembangan ilmu maupun peaumbuhan budaya
ilmiah dengan memperhatikan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Pancasila sebagai nama yang disandang oleh Universitas ini, sejak didirikan pada tanggal-
28 Oktober 1966, dimaksudkan sebagai atribut yang memancarkan karakieristk dan
kuahitas kepancasilaan dirinya. Berkendan dengan i, dalam tmenyelenggarakan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Pancasila selain
berorientasi pada filsafat ilmu, merujuk pada Paradigma Pancasila.

L
Penyelenggaraan Tri Dharma ini berarah pada terlahirkannya lulusan yang bersosok
insan-susila yang terpelajar, dan memiliki rasa tanggungjawab yang kuat pada terpeliharanya
kebersamaan antar semua kemajemukan-alami, di lingkungkan masyarakat Indonesia dan
umat manusia.

Segenap struktur dan proses yang mengamr*amar struktur dalam penyelenggaraan pendidikan,
penelitian dan pengbdian-kepada masyarakat di ilingkungan Universitas yancasna diatur gan
ditetapkan dalam statuta dengan merujuk pada Pembukaan.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian g
1. Sfawta Universitas Pancasila adalah pedoman dasar pengelolaan Universitas Pancasila

vang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di
Universitas Pancasila, vang berisi Pembukaan. Keientuan Umum, Yavasan Pendidikan
dan Pembina, Visi. Misi, Twuan, Identitas, Penvelenggaraan Pendiditan Tingg:.
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan, Gelar
Akademik, Sebutan Lulusan dan Penghargaan. Tatakelola, Dosen dan Tenaga
Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni, Kerjasama. Sarana dan Prasarana, Keuangan
dan Kekayaan, Sistem Penjamir~n Mutu Internal, Ketentuan Peralihun dan Ketentuan
Penutup. .
2. Yavacan selanjutnva disingkat YPP-UP adalah Yavasan Pendidikan dan Pembina
Universitas Pancasila sang berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kowa Jakana.
Universitas Pancasila selanjutnya disingkat UP adaiah institusi yang bergerak di bidang
pendidikan tinggi dan didirikan pada anggal 28 Okiober 1066

]

4. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal mencakup program pendidikan Diploma
atau Vokasi. Sarjana. Magister. Doktor. Spesialis. dzrn Profzs sang diselenggarakan
oleh UP.

5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk tegizian pohok rang terdin dan

penvelengearaan pendidikan dan pengajaran. penelitan. seria pengabdian kepada
masyarakat.
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT, adalah satuan
standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional
Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada
jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh witayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal- tentang sistem penelitian pada
perguruan unggl yang berlaku di sefuruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik.
Indonesia.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem
pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wﬂayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kerangka Kuallﬁkwi Nasional Indonesia, yang selanjuinya disingkat RKNI, ada!ah
kerangka ~ penjenjangan  kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan
kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesvai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Rektor adalah organ UP yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UP.
Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UP yang menyusun,
merumuskan, dan menctapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan
pengawasan di bidang akademik. _
Fakuitas adalah himpunan sumber dayz pendukung, yang dapai dikelompokkan
menurut Iurusan/Program Studi, yang meny eienggarakan dan mengeiola pendidikan
akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologl
danfatau seni.
Sekoiah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah unsur pelaksana akademik
setingkat Fakultas yang bertugas menvelenggarakan dan/atav mengoordinasikan
Program Pascasarjana (S2 dan/atau S3).
Program Studi vang selanjutnva disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan
dan pembelajaran vang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran jertentu dalam
sate jenis pendidikan akademik. pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokast.
Senai uhuitas selanjutnya disingkat SF adalah badan yang memiliki woewenang untuk
menjabarkan kebijakan dan Peraturan Rektor dalam lingkungan Fakultas.
Dekan adalah pimpinan Fakulias di lingkungan UP wvang berwenaig dan
berianggungiawab terhadap penvelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
Direktur Sekolzh Pascasanjana adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana di lingkungan UP
vang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penvelenggaraan pendidikan di
Sekolah Pascasarjana.
Sivitas Akademika adalah saluan warga masyarakat ilmiah terdiri dan dosen.
mahasiswa. dan alumni UP.
Dosen  adalah pendidik  profesional  dan ilmuwan | dengan  1ugas  utama
mentransiormasikan. mengembangkan. dan menveharluaskan ilmu pengetabuan dan
teknolost melzlut pendidikan. penelitian. dan pengabdian kepada masyarakat.

1swz adalah m>ena d1d;L pada jenjang Pendidikan Tinggi di UP.

Neoendidikan adzlah angeots masyarakat vang mengabdikan diri dan diangkat
dencan ugas ulzama menunjang penyelengearaan pendidikan unggi di UP.
Rencanz Indux rc’u‘e"-;:gzn Kampus selanjuinya disingkat RENIP adalah instrumen
perencanaan Lang merupaken haoian dan Kebijakan umum UP dan digunakan sebagai

Jasar daldm menelapkan  Kebizkan, prosedur. dan penyelenggaraan tugas-tugas
Tridharma Perguruan ng:l vang disusun secara terencana. terpadu. dan sistemats.

L
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Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA zadalah rencana kerja
anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar
pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan
penjabaran dari rencana strategis.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang nset
dan pendidikan tinggi. '

Pasal 2
Nilai-Nilai Dasar

Universitas Pancasila menjunjung tinggi Pancasila sebagai [declogi, Pandangan Hidup
Bangsa dan Dasar Negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebagal konstitusi Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk
Negara dan Bhineka Tunggal Ika ‘sebagai semboyan Negara.

Penyelenggaraan Tridharma Perguran Tinggi di Universitas Pancasila didasarkan atas
nilat-nilai luhur P&ncasila yang bersifat Universal.

Integritas yang tinggi kepada institusi Universitas Pancasila.

Dedikasi yang penuh semangaf mencari dan menemukan kebenaran dalam setiap bidang
tlImu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat luas.

Loyalitas dan sikap keja vang tinggi.

msn.Tr

BARII
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA
Pasal 3

Yayasan berfungs: membina dan mengembangkan Universitas serta bertugas
menetapkan visi, misi, tujuan dan kebijakan dasar (statuta), dan kebijakan strategis
Rencana Induk Pengembangan vang bertumpu pada ketentuan vang berlaku dan
anggaran dasar/ anggaran rumah tangga Yavasan.
Yayasan membentuk Badan Pelaksana Hanan untuk bertindak melaksanékan tugas dan
fungsi sehari-hari dengan ketentan vang berlakn.

Pasal 4

Yayasan mengangkat dan meniberhentiban Ketua Sekretans Jim Anggomm SA UP
berdasarkan usulan Rektor.

Yayasan mengangkat dan memberhentikan Rekior setelah mendapat pertimbangan
Senat Universitas.

Masa jabatan Pimpinan Univer<itas 4 (empat) tahun. dan sesudahnya dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dani dua kali masa jabatan berturut-turut.
Ketua Yayasan mengatur persvaratan dan talacara pemilihan Rekror.

Pasal S
Yayasan menguschzlan pencadasn dana dan mengawas) pengeleleannia untuek
pembiavaan penvelensozarzan & ;;lamn Tn Dharma Perguruan Tinga
Yavasan menguschaian  oengadaan sarana dan prasarana dan miengawas
pengelolaannyz unuk menvelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggl
Yayasan mempunt 2 KeWenangan enlang penerimain. penvimpanan dan pengfundan

dana sena pembukuan kevangan Universuas.



Pasal 6

. Yayasan mengesahkan Rencana Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.

2. Tatacara pengelolaan struktur biaya, tatacara pengelolaan dan pengalokasian dana
diajukan oleh Rektor kepada Yayasan untuk disahkan.

3. Pemeriksaan administrasi keuangan, asset kekayaan di Universitas dan Yayasan
dilakukan oleh Yayasan dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik.

BAB 111
VIST, MISL, TUJUAN
' Pasal 7

Visi UP ‘adalah menjadi universitas unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai huhur
Pancasila. .

“ Pasal 8
Misi
Misi UP adalah meningkatkan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkualitas
untuk:
‘1. Menghasilkan lulusan yang miemiliki integritas dan kompetensi sesuai bidang
ketlmuamva. _
2. Meningkatkan IPTEK yang unggul dalam meningkatkan kenrandinan—bamgsa dan
berwawasan lingkungan.” o - - o .
Menghasilkan layanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakart dan daya saing nasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

tad

Pasal 9

Tujuan
Menjadikan UP sebagai perguruan tinggi unggulan berjati diri Pancasila dengan

elaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai berikut:
. Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan vang mermiliki
keunggulan dan kompetensi.

2. Penelitian yang menjadi rujukan nasional vang berwawasan lingkungan. aplikatif dan
resparasif terhadap permasalahan masyvarakat. bangsa dan negara
Pengabdian Kepada Masvarakat hasil kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masvarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

L}

BAB IV
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Status, Tempat Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 10
Status

L'P merupakan perguruan tingei yang dikelola oleh YPP-UP vang men:elengzzrakan bidang
ikademik dan non akademik secara otonom.



Pasal 11
Tempat Kedudukan

UP berkedudukan di:
1. Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan
2. Jalan Borobudur Nomor 7 Menteng Jakarta Pusat.

Pasal 12
Hari Jadi

UP didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.

Bagian Kedua
Lambang, Logo, Lagu Bendera, Atribut, Busana dan Bahasa

Pasal 13

UP mempunyai lambing, logo, lagu, bendera, atribut, busana dan bahasa pengantar yang
berfungst sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi UP, serta manifestasi
kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita UP.

K

Pasal 14
Lambapg

{1} TP memilik: lambang berupa seg: iima berist (apak tangan kanan menengadah aenga.n '

lima jari terbuka, bunga teratai, topi, pena bulu dan bintang bersudut lima..

(2) Makra lambang UP adalah sebagai berikut:

a. Bingkai segi [ima : melambangkan Pancasila.

b. Tapak tangan kanzn terbuka menengadah: melambangkan sikap menjunjung tinggi
Pancasila sebagai kebenaran hakiki, diwujudkan dalam perbuatan nyvata.

¢. Bunga teratai vang menvebarkan semarak: melambangkan kemanfaatan itmu yang
diberikan oleh UP bagi masyarakat.

d. Topi dan pena bulu: melambangkan iimu,

¢.  Binang bersudut {ima: mefambangkan Kkeluhuran cita-cita.

(3) Pengenian wama lambang:

a. Unsur ke 10 Bingkai segi lima dengan warna dasar hitam yang melambangkan
keabadian.

b, Unsur ke 2 dan 2 @ Tapal wzngan Kanan terbuka menengadah. topi dan pena bulu
dengzn wama putth. me clambanzhan kcIL'I.J\,.m dan kesucian hati.

c.  Unsur ;'\ 3 dan T Bunga erami bintang bersudut lima bermvama kuning

melembangkan kemahasiswaa

Fh
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(4) Kelima unsur tersebut adalah satu kesatuan yang merupakan dasar idealisme o_rganisas_i
UP. Dengan didasari segi lima (unsur ke 1) yang merupakan manifestasi dari falsafah
hidup Bangsa [ndonesia yaitu Pancasila. :

Pasal 15
Logo

Logo Universitas Pancasila adalah tulisan UP berwama kuning emas yang mempunyai

makna: - :

a.  Tulisan UP mempunyai makna jati diri sebagai perguruan tinggl yang senantiasa terus
. berkembang- ot

b.  Warna kuning mempunyai makna kemuliaan.

Pasal 16

Bender :
Bendera UP terdiri atas Bendera Universitas yang berwama birn dan  Bendera
_Fakultas/Sekolah Pascasarjana vang berwarna tersendiri sesuai jati din fakuitas/Sekolah
Pascasarjana .

Pasal 17
Lagu Kebesarao

Lagu kebesaran UP adalah Himne Universitas Pancasila.

Pasai 18
Atribut
(1) Atribut UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa duaja. emblem. dan
bentuk lain,
(2) Atribut UP sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipergunakan dalam upacara resmi
vang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama UP.
(3) Auwibut UP dalam benmk emblem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dipergunakan sebagai tanda mata atau keperluan lain untuk dan/atau atas nama UP.

Pasal 19
Busapa Akademik

Busana akademik UP terdiri alas:

a.  Bagi Senat Universitas adalah topi berwamaz hitam. toga berwarna hitam. unt
pimpinan Universitas. Fakulizs dam Selolzh Pascasarjana dilengkapt dengan hzlung
benvarna kuning emas dan peran.

b.  Untuk wisudawan. topi dan o2z herwzma hizam dengan samir/ponco bersama sesus:

fakultas masing-masing dan Sekolzh Pascasariana.
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Jas almamater berwarna biru dan topi almamater-berwama hitam.

Pasal 20
Motto

Motto UP: Menciptakan Sumberdaya Manusia Unggul yang Berwawasan luas,
Berkepribadian, dan Berbudaya Pancasila.

(1
(2)

(1}

(2)

(3)

(4)

-
rh
-

()

Pasal 21
Bahasa

Bahasa Indenesia mempakan hahase pengantar di UP.

Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahasa Inggns dan
bahasa asing lainnya, dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian
pengetahuan danz’zitau pelatihan keterampilan.

: BABV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGi

Bagian Kesatu

Pasal 22 .

Universitas menvelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada
rasyarakat.

Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuar
belajar mandin untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesual
dengan tujuan pendidikan Universitas.

Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenraran
dan atau menyelesatkan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan teknblogi, dan atau
kesenian.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi hasil penelitian dalam upava pemberdavaan masvarakat dan pembanguuan
bangsa.

UP dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dalam berbagai bentuk. modus dan
cakupan yang didukung oleh sarana dan lavanan belajar e-learning seria sistem
penilaian vang menjamin mutu tulusan sesuai dengan Standar Nasjonal Pendidikan
Tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penvelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana
dimaksud pada avat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 23
Program Pendidikan Tinggi Di UP

P menvelenggarakan program  pendidikan akademik. pendidikan  protest. dan
rendidiken vokasi dalam sejumlaly disiphin ilmu pengetahuan. ieknologi. dan’atau seni
Tenty dengan mengacu pada Kerangka Kualiltkas) Nasional Indonesia (KKNTs
zndar Nasional Pendidikan Tingei (SNPT) dan Siandar Penjaminan Muiu Pendidikar
izl (SPAUPT). ‘

VP memvelenpearakan pendidiban akademik vang terdirl aws Procram Sasana
Program Magister dan Program Dokior.

1
(A

s



&)
(4)
)

6)

1)

2

)

4

(5)

(6

7
(&)

Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan ikatan profesi dan
instansi lain yang terkait.

UP menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas Program Diploma dalam
pengelolaan UP.

Dalam penyelenggaraan ketentuan ayat (2) jo ayat (3), UP dalam menyelenggarakan
Kelas Eksekutif, Kelas Reguler Khusus/ Karyawan, Kelas Internasional harus sesuai

.ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) didtur leblh lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 24
Kurikulum

Kurikulum UP dikembangkan-berdasarkan:

a. . Asasdan tujuan penyelenggaraan |8)%

b. Jati dii UP ;

c. Prnsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SNPT) dan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT).

Kurikulum UP dikembangkan untuk menghidupkan kecerdasan berpikir, menggugah

keserasian ilmu pengetahuan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam hidup

kemanusiaan. -

Kurikelum UP diselenggarakan untuk -membangun dan memperdaiam  kemnsafan

kebangsaan, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan

agama, dan kesadaran akan keberlanjutan alam. -

Kurikulum UP diselenggarakan metalui kegiatan -pendidikan, penelman pengabdian

masyarakat, dan pelestanan ilmu.

Kunkulum UP unruk jemjang program sarjana dan program diplema wajib memuat

mater? muatan pendidikan dan pengajaran:

a. Agama

b. Pancasila

c. Kewarganegaraan

Kurntkulum UP wajib memuat materi be-Tiniversitas Pancasila-an dan pendslaman

pengabdian kepada masyarakat melaiu: kuliah kerja nyata.

Kurikulum harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan.

Ketentuan febih fanjut mengenai kurikulum diatur tersendin dalam Perawtran Rektor.

.

Pasal 23
Penelitian

Arah, perenianaan, dan penyelenggaraan penelitian harus dapat menunjukkan jati din
up.

Penelitian diarahkan untuk menghasilkan karva vang berdampak pada tervwujudnyva

hesejzhieraan wnal manusia seria mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional
[ndonesia (KKNI). Swandar Nasicnal Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar
Peniaminan Mutu Pendidikan Tingei 1SPNPT

33:'__'_-: _sasunan organisasi. tugas dan r"ur.:--"f: penvelenozara penelitian ditetapkan

-::;z;K_ -»erelm_n[ P.
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: Pasal 26
Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UP disesuaikan
dengan perkembangan masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan,
teknotogi, dan/atau seni serta mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi {SNPT} dan Standar Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM PT). '

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada pola dan konsep
pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerja sama antar perguruan
tinggi dan/atau badan lain baik di dalam maupun di_luar negeri berdasarkan prm51p '
saling menguntungkan. '

Bentuk, susunan organisasi, tugas, dan fungsi penyelenggara ?ﬁiﬂg"’bdiaﬂ kepada
masvamkat ditefapkan dengan Deratura.n Rektor.

bt Bagian Kedua

Pasal 27

Penerimaan Mahasiswa Baru

UP menjamin suatu sistern penerimaan mahasiswa unruk selunth jenjang pendidikan
vang difakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan mcmpcmaﬁl{an pemerataan

pendndlkan Lo

UP melakukan penerimaan mahasiswa melalui pola penerimaan secara nasional.

Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UP dapar melakukan

penerimaan mahasiswa bani jenjang sarjana dan/atau diploma melalui:

a. Penelusuran minat dan bakat

b. Jalur prestasi akademik dan non akademik (olahraga. senm. budayva)

c. Penenmaan lainnya yang diselenggarakan UP.

Ketentvan mengenai pola dan tata cara penerimaan mahasiswa baru pendidikan sarjana,

pasca sarjana, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Rektor.

Pasal 28
Sidang Terbuka Senat Akademik

Sidang Terbuka Senat Akademik UP dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda.
dies natalies. pengukuhan Guru Besar, dan pengangkatan Doctor I lonoris-Causa.

Sidang Terbuka Senat Ak:demik UP diikuti oleh SA dengan dipimpin oleh Rektor,
Sidang Terbuka Senat Akademik UP dapat diselenggarakan untuk mendengarkan pidato
tahunan Rekior dan pidato akhir masa jabatan Rektor.

Newentuan mengenat (aia cara dan taa tertib Sidang Terbubz Senat Terbuka UP diatur
lebth lanjut dengan Peraturan Rekior.
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BAB VI
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 29
Kebebasan Akademik

Dalam penye{enggaraan td darma pergunian tmggl di lingkungan UP berlaku
kebebasan akademik. o

Sivitas akademika UP memiliki kebebasan akademik dalam melaksanakan kegiatan
yang terkail dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni secara bertanggungjawab.

Kode etik kebebasan akademik adalah bagian dari-kode etik sivitas akademika UP yang

ditetapkan berdasarkan Peraturan Rekior dengan persetujuan SA.

Pasal 30
Kebebasan Mimbar Akademik

UP menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik bagi pendidikan tinggi.

Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna
ilmu amaliah dan amal ilmiah yarg dilaksanakan dengan hikmat dan bertanggungjawab.
Kode etik Lebebasan mimbar akademik adalab bagisn dan kode etik sivitas akademika
UP yang diteiapkan berdasarkan Peraturan Rekior dengan persetujuan SA. ’

Pasal 31
QOtonomi Keilmuan

UP memiliki otonom: untuk mengelola sendiri  lembaganva sebagai pusat
penyelenggaraan tndharma dan kegiatan lainnva secara terintegrasi, hanmonis, dan
berkelanjutan, batk di dalam maupun di tuar kedudukan UP. s

Otonomi pengelolazn UP scbagaimana dimaksud pads ayai {1} meliputi bidang
akadeinix dan non akademik.

Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada avat (2) meliputi
penetapan norma dan kebijakan operasicnal UP serta pelaksanaan ¢ridharma.

Otonommr keilmuan wajip dikembangkan UP sebagai wujud keteladanan, untuk
membzangun  profesionalitas. kemandinan  berpikir  dan  bertindak, serta dapat
diperianggungjawabkan secara akademik.

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada avat (4) merupakan otonomi sivitas
akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan. teknologi, dan/aiau seni dalam
menemukan. mengembangkan, mengungkapkan. dan/atau mempertahankan “:ebenaran
itmiah menurut kaidah, metode ilmiah. dan budava akademis.

Keteniuan mengenal olonomi keilmuan sebagaimana ketenwan avat (3) diatur lebih
lzniur dengan Perawran Rektor.

SA ;-_.:m ab umuk melakukan pemantauan. pengembangan. dan penjaminan
1an di UP.
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BAB VII
GELAR AKADEMIK, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 32
Gelar Akademik

UP memberikan gelar kepada lulusan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang
diikutinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

Ketentuan lebik lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pernbenan gelar sesuai
ketentuan ayat(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

UP. berhak memberikan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada
seseorang karena pengabdian, pemikiran, dan jasanya yang luar biasa dalam menggali,
mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni.
Ketentuan mengehai persyaratan dan tata cara pemberian gelar doktor kehormatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 33
Sebutan Lulusan

Sebutan lulusan untuk: '

a. Program Vokasi (D3) adaiah Ahli Madva (Amd. _...) sesuai progiam studmva dan
diletakkan di belakang nama

b.  Program Proiesi sesuai program studinya.

¢. Program Sarjana (S1) adalah Sagana (8. ....) sesuai program studinva dan
diletakxan di belakang nama.

d. Program Magister (S2) adalah Magister (M. ....) sesuai program studinya dan
diletakkan di belakang nama.

e. Program Doktor {S3) adaiah Dokrer {Dr.) dan dileiakkan di depan nama.

Ketentuan tentang tata cara penggunaan sebutan lulusan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Rektor.

Pasal 34
Penghargaan

UpP berhak memberikan gdar Doktor Kehormalan (Douor Hono*is Causa) kepada
mengembangkan dan meﬂuujukan |Imu pengelahuan leknot ai, EuL 4 dan/atau seni.
Ketentuan mengenai pemberian gelar Dokior Kehormatan diatur [ebih fanjut dalam
Peraturan Rekior.



BAB VIII
TATA KELOLA

Bagian Kesatu

_ Pasal 35
Pengaturan Tata Kelola UP

(1) Tata Kelola UP diselenggarakan dan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar

Nastonal Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Sistemn Penjamman Mutu Pendidikan Tinggi
(SPMPT).

(2)  Pengaturan tata kelola UP meliputi:
a.  Otonomi'UP sebagai perguroantingg).
b. = Pola pengelolaan UP.
c. Tatakelola UP -
d. Akuntabilitas publik.

.

Pasal 36
Otonomi Peggelolaan UP

Otonomi pengelolaan pada UP meliputi
a.  Bidang akademik: _
1} Penetapan norma, kebijakan operasional, dan:pelaksanaan pendidikan terdiriatas:
a) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima - ‘L
b) Pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi
¢} Kunkulum Program Studi
d} Proses Pembelajaran
e) Penilaian hasil belajar
f)  Persvaratan kelulusan
g) Wisuda
2) Penetaman norma, kehijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
b.  Bidang nonakademik:
1} Penetapan norma, kebijakan operasional. dan pelaksanaan organisasi terdin atas:
a) Rencana strategis dan operasional
b) Swuktur organisasi dan tata kerja
¢) Sistem pengendalian dan pengawasan internal
d) Sistem penjaminan mutu internal
2} Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
a) Perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang
b) Tarif setiap jenis layanan pendidikan
¢) Penerimaan, pembeianjaan, dan pengelolaan uang
d}  Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang
¢l Membual perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan

Tingal
£} Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan
31 Penctapan norma. kebijakan operasional. dan pelaksanaan Kemzahzsiswzzan erdin
atas:

21 Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler
by Orgamsasi kemahasiswaan
<1 Pembinaan bakat dan minat mahasiswa



4) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdin atas:
a) Persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia -
b} Penugasan, pembinaan, dan pengembangan surnber daya manusia
¢) Penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia
d) Pemberhentian sumber daya manusia
5) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana
terdiri atas: '
a) Penggunaan sarana dan prasarana
b) Pemanfaatan sarana dan prasarana -
¢) Pemeliharaan sarana dan prasarana .
d) Penghapusan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana

. Pasal 37
Akurtabilitas Publik UP

(1)  Akuntabilitas pubiik UP diwujudkan melalui pemenuhan atas:
a. Kewajiban untuk menjalankan visi dan misi UP
b. Target Kinerja
c. Standar Nasional Pendidikan Tingg) melalui penerapan sistemn penjaminan mutu.
(2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada YPP-UP dalam bentuk
laporan tertulis tahunasn.

Pasal 38
Bentuk Peraturan Perundang-undangan

(1) Bentuk peraturan perundang-undangan di UP adalah:
a. Yang bersifat mengatur:
1) Peraturan YPP-UP
2) Peraturan Rektor
3} Peraturzn Dehan
4) Peraturan Direktur SPs
b.  Yang bersifat penetapan:
1) Kepuiusan YPP-UP
2} Kepuwsan Rekior
3) Kepuwsan Dekan
4} Keputusan Direktur SPs
¢.  Yang bersifat pemberitahuan:
[} Surat Edaran YPP-UP
2)  Surat Edaran Rektor
3)  Surat Edaran Dekan
4)  Surat Edaran Direkiur SPs

d.  Yang bersifat penugasan
1Y Surat Tugas YPP-U'P
2)  Surzt Tugas Rekio
>)  Swvrar Tugas Delzn
4y Surat Tugas Direkmur SPs
Sy Surzt Tueas Ketusa Paniua
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Ketentuan sebagaimana tercantum ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. Untuk Peraturan dan/atau Keputusan: :
1} Dibuat di atas kertas A4
2) Berlogo UP dengan tulisan unit kega (Universitas/ Fakultas/Program
Pascasarjana)
3) Untuk YPP-UP berlogo YPP-UP
4) Huruf Times New Roman 12
b.  Untuk surat menyurat dapat menggunakan kertas A4, huruf Times New Roman-12,
dengan kop unit kega yang bersangkutan (kop surat dengan alamat, nomor
telepon/faks, email, website)
Untuk surat tugas sebagaimana tercantum ayat (1) huruf d angka 2 jo angka 3 jo angka 4
jo angka S, dapat dldelegaskan dan/atau ditimpabkan kepada pejabat lain.

4

Pasal 39
o Pengangkatan Pejabat

Pejabat struktural dan/atau pejabat dengan jabatan tugas tambahan di tingkat Rektorat,
Fakultas, dan/atau Sekolah Pascasarjana diengkat dan/atau diberhentikan cleh Rektor
dengan Keputusan Rektor dengan persetujuan Yayasan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud avat (1} ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan
Yayasan.

Pasal40 -
Kewecnangan YPP-UP

YPP-UP memiliki kewenangan:
a.  Menetapkan Kebijakan Umum Pengelolaan UP baik di bidang akademik mapun
non akademik

b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UP

¢.  Melakukan koreksi terhadap REA-UP

d.  Melakukan audii terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non
akademik UP

e. Menetapkan peraturan kepegawaian.

f. Menetapkan peraturan tentang knieria, persvaratan dan iata cara pemnilihan Rekaor.

g. Membertkan persetyuan vang berkaitan dengan usulan pengangkatan dzm atau

pemberhentian pegawal

h. Memberikan persetujuan vang berkaitan dengan usulan pengangkatan Wakil
Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarj~-na, Wakil Dekan dan Asisten Direktur
oPs.

i.  Memberikan persetujuan tentang penghapusan dan/atau pengadaan aset YPP-UP
vang dikelola oleh UP.

1. Meminta laporan tertulis Rekior aias penyelenggaraan kegiatan tridarma [P secura
berkala.

K. Meiakukan hal-hal lain vang ;;;;:,-;;-;;:-._: luoleh YPP-UP untuk Kepenungan UP.

YPP-UP dapat mengundang pu pinen Universi La;’FaLu!w;x’SeLN h Pas L._:_m'fi‘;";-f: -izi’:";

acara Rapat Gabungan vang diselergozrekan settap 6 (enam) bulan alzu setizp ahhir

semester.
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Pasat 41
Struktur Organisasi

Organisasi UP terdiri atas unsur

a. Penyusun kebijakan

v. Pelaksana akademik

c. Pengawas dan penjaminan mutu

d. Penunjang akademik atau sumber belajar
¢. Pelaksana administrasi _
Bentuk, susupan, tugas pokok dan fungsi organisast UP diatur dan/atau ditetapkan
tersendiri dalam Peraturan Rektor. '

1

‘ Pasal 42
o Senat Akademik

Senat Akademik merupakan badan normatif tertinggi di bidang akademik di tingkat
Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Ketentuan mengenai kriteria dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian
dan/atau pergantian anggota, pelaksanaan sidang Senat Akademik, tugas dan
langgungiawab, serta masa bakn Senat Akademik diatur lebih lamgut daiam Perawran
Rektor. ' y : R

Pasal 43
Pimpinan Universitas

Rekior adalah pimpinan tertinggi di UP

Masa jabatan Rektor adalah 4 {empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti
4 (empat) zhun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa
jabatan berturni-turut.

YPP-UP dengan pertimbangan tertentu dapal memperpanjang masa jabatan Rektor

selama | (satu) tahun dengan ketentuan tidak boleh lebik dari 2 (dua) kali perpanjangan.

Rektor diangkat dan/atau diberhentikan oleh YPP-UP setelah memperhatikan

perimbangan yang diajukan SA.

Apabila Rektor berhalangan tidak tetap. YPP-UP dapat menunjuk Pelaksana Tugas

Rektor.

Toleransi berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Apabila Rektor berhalangan tetap:

a. Apabila masa jabatan Rektor akan berakhir paling lama 4 - 12 bulan iagi. maka
YPP-UP dapat menunjuk Pejabat Sementara,

b, Apabila masa jabatan Rekior akan berakhir lebib dari 12 (duabelas) bulan lagi.
VPP-UP dapat mengangkat Rekior dengan status Pergantian Antar Waktu sampai
jabatan Rekior vang berhalangan tetap berakhir.

Toleransi berhalangan tewap adalah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Netentuan mengenar Kriteria. persyaratan dan/atan tala cara pengangkatan dan arzo

pemberhentian Rektor diatur lebih fanjut dalam Peraturan YPP-UP.

Rektor dzizm melaksanakan wgas dan tanggungjawabnya dibantu oleh sehany 2h-

barszbrmia 4 (empar) Wakil Rekior.

S
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Wakil Rektor diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.

Masa jabaran Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan

ketentuan udak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Apabila Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk Pelaksana

Tugas Wakil Rektor.

Toleransi berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (llga) butan berturut-turat.

Apabila Wakil Rektor berhalangan tetap:

a. Apabila masa jabatan Wakil Rektor akan berakhir paling lama 4 - 12 bulan lagi,
maka Rektor dapat menunjuk Pejabat Sementara.

b. Apabila masa jabatan Wakil Rektor akan berakhir lebih dan 12 (duabelas) bulan
lagi. Rekter dapat mengangkat Wakil-Rektor dengan status Pergantian Antar Wakia

- sampai jabatan Wakil Rektor yang berhalangan tetap berakhir

c. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (15) huruf a jo huruf b dilaksanakan
metalui Sidang SA Universitas dan persetujuan YPP-UP.

Toleransi berhalangan tetap adalah lebih dari 3 {tiga) bulan berturut-turut

Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau

pemberhentian dan/atau pergantian Wakil Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Rektor.

Rincian mgas danfatau tanggungjawab serta kewenangan Rektor dan Wakil Rektor

diatur lebih lanjut dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas vang diterapkan dengen

Ioraiwran Rektor. '

Pasal 44
Pimpinan Fakultas

Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas
Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti
4 (empan) tahun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebib dari 2 (dua} kall inasa

1abatan berterut-turul.

Dekan diangkat danfatau  diberhentikan oleh Rektor setelah memperhatikan
perumbangan yvang diajukan SA Fakultas dan persetujuan YPP-UP.
Apabila Dekan berhalangan tidak tetap. Rektor dapat meaunjuk Pelaksana Tugas
Dekan. '
Toleransi berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (tiga) bulan berturut-turut.
Apabila Dekan berhalangan tetap:
a Apabila masa jabatan Dekan akan berakhir paling lama 4 - 12 bulan lagi. maka
Rekto: dapat menunjuk Pejabal Sementara.
b. Apabila masa jabatan Dekan akan berakhir lebin dan i2 (duabelas) bulan lagl.
Rektor dapat mengangkar Dekan dengan stalus Pergantian Antar Wakiu sampa

jabatan Dekan vang berhalancan tetap berakhir
¢. Ketenwan sebagaimana tercantum dalam avar (63 hurat a jo hurul b dilaksanakan
melzlui Sidang SA Fakulias dzn pers n YPP-UP.
[oieramsi berhalangan tetap adalah lebih dan 3 i'.:g;'l bulzn berurut-turut.
Keteorizn mengenal knteriz. persiaratan dan zizu @la caré pengangkatan dan/alau
pembernenuan Dekan diatur {ehih lanjut dalzm Perzturan Rektor
Deian dalam melaksanakan wigas dan tanggungizwabnia dibanu oleh sekurang-

kurangnyva 2 «dua) Wakil Dekan.
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Wakil_Dekan diangkat dan/atau diberheatikan oleh Rektor atas pertunbangan SA
Fakultas dan persetujuan Yayasan.

Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan
ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Apabila Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, atas usul Dekan, Rektor dapat menunjuk
salah satu Wakil Dekan sebagai Pelaksana Tugas Dekan.

Toleransi berhalangan tidak tetzp maksimal adalah 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Apabila Wakil Dekan berhalangan tetap:

a. -Apabila masa jabatan Wakil Deckan akan berakhir paling laria 4 - 12 bulan lagl

maka Rektor dengan memperhatikan usulan Dekan, dapat menunjuk’ Pejabat
Sementara.
b. Apabila masa jabatan Wakil Dekan akan beraldur lebih dari 12 (duabeias) bulan
-lagi, Rektor dapat mengangkat Wakil Dekan dengan ‘status Perganiian Antar Wakiu
. sampai jabatan Wakst Dekan ?ra.ng_bcrhalanga_n-tetap berakhir.
c. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (14) huruf a jo huruf b dilaksanakan
melalui Sidang SA Fakultas dan persetujuan YPP-UP.
Toleransi berhalangan tetap adalah lebih dari 3 {tiga) bulan berturut-turut.
Ketentuan mengenai kriterla, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau
pemberhentian dan/atau pergantian Wakil Dekan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Rektor.
Rincian tugas dan/atau tanggungjawab serta kewenangan Dekan dan Wakil Dekan
diatur lebih lanjut dalam Creanisasi dan Tata Kerja Universitas vang diietapkan dengan
Peraturan Rektor
Pasal 45
Pimpinan Sekolah Pascasarjana

Direkiur SPs adalah pimpinan tertinggi di Sekolah Pascasarjana
Masa jabatan Direktur SPs adalah 4 (empat) tzhun dan dapat dipilih kembali untuk masa

bakti 4 (empat) tahun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih daii 2 (dua) kah
masa jabatan berturut-turu(.

Direktur SPs diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rekior dan persetujuan YPP-UP.
Apabiia Direktur PPs berhalangan tidak tetap. Rektor dapat menunjuk Pelaksana Tugas

_ Direktur SPs.

Toleranst berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (1iga) bulan berturut-turut.

Apabila Direktur SPs berhalangan tetap:

a. Apabila masa jabatan Direktur SPs akan berakhir paling lama 4 - 12 bulan lagi.
maka Rektor dapat menunjuk Pejabat Sementara.

b. Apabila masa jabatan Direktur SPs akan berakhir lebih dar 12 {duabelas) bulan
lagi. Rektor dapat mengangkat Direktur SPs dengan status Pergantian Antar Waktu
sampai jabatan Lirektur SPs yang bailwiangan teiap berakhir,

¢. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam avat (6) huruf a jo huruf b dilaksanakan
dan persetujuan YPP-UP.

Toleransi berhalangan telap adalah lebih dari 3 (tigz) bulan berturut-turut

Ketentuan mengenai kriteria. persyvaratan dan zizu tzia czrz pengangkaman dan atau
pemberheniian Direktur SPs diatur lebih lanjut dzlam Perzrumzn Rekior.

Direktur  SPs dalam melaksanakan tgas dzn  eoggungiawabnva  dibantu oleh
sebanvak-banvaknva 2 (dua) Asisten Direktur.

Asisten Direktur diangkat dan’atau diberhentihan oleh Rekior dan persetnjuan Yavasan

Nasa jabatan Asisien Direkwr adaiah 4 jempzii wahun dan dapat diangkat kembal.

dengan Ketentuan tidak boleh lebih dan 2 idus) kali masa jabatan berturut-urut.
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Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau
pemberhentian dan/atau pergantian Asisten Direktur diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Relktor.

Rincian tugas danfatau tanggungjawab serta kewenangan Direktur SPs dan Asisten
Direktur diatur lebih lanjut dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas yang
ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46
Pimpinan Program Studi

Pimpinan Program Studi terdiri atas:

a. Ketua Jurusan

b. Ketua Program Studi Pascasarjana

c. Kema Bagian

Masa jabatan pimpinan Program Studi adalah 4 (empat) tzhun dan dapat dipilih kembali
untuk masa bakti 4 (empat) tahun berikutnya dengan keteatuan tidak boleh lebih dan 2
(dua) kali masa jahatan berturut-turut.

Pimpinan Program Studi diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor setelah
memperhatikan pertimbangan yang digjukan Dekan/Direktur SPs dengan persetujuan
YPP-UP.

Ketenluan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau
pemberhentian danfatau perﬁamxan pimpinan Program Studi diatur lebih lanjut dalam
Feraturan Rektor.

Pimpinan Pregram Studi dalam melaksanakan tugas dan tﬂnggung]awannya dibantu
oleh seorang Sekretaris Program Studi.

Sekretaris Program Studi diangka: dan/atau diberhentikan oleh Rektor atas
pertimbangan Dekan/Direktur SPs dan Pimpinan Program Studi.

Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebik dari 2 (dua) kali masa jabatan
berturut-turut.

Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau
pemberheniian dan/atau pergantian Sekretaris Program Studi diatur lebih lanjut datam
Peraturan Rektor.

Rincian tugas dan/atau tanggungjawab serta kewenangan Pimpinan dan Sekretaris
Program Studi diatur lebih lanjut dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas vang
dit¢tapkan dengan Peraturan Rekior.

BABIX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 47

Dosen dan tenaga kependidikan UP harus memiliki hriteria minimal tentang kualifikas
npetenst vang ditetaphan oleh Siandar Nastonal Pendidikan Tinggi (SNPT)
ienvelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

SX1OT Jengan persetujuzn YPP-UP dapar mengangkal dosen tetap sesual depgan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
Rriteria 22n grau prasvarat untuk menjadi dosen dan tenaga kependidikan diatur datem
peraturan kepegevzian UP vane direlapkan dengan Perawran YPP-UP.
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Pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau penempatan dan/atau penugasan dosen
dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Ketentuan mengenai jabatan akademik dosen mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 48

tlak dan kewajiban mahasiswa diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi lembaga lembaga kemahasiswaan diatur
tersendiri dalam Peraturan Rektor.

Hubungan organisasi alumni dengan. Umversxtas dan/atau Fakultas diatur atas dasar
kesepakatan bersama ;antara pimpinan Universitas ‘dan/atau Fakultas dengan organisasi
alumni.

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan
Rektor.

BAB X1
KERJASAMA

Pasal 49

UP didorong mengadakan kerjasama baik di bidang akademik maupun hon akademik
dengan instansi pemerintah dan/atau swasta dan/atau perguruan tinggi dan/alau pihak
lainnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pedoman, tata cara, persyaratan dan bentuk kerjasama UP sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatur tersendini dalam Peraturan Rektor.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 50

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi di UP harus
memenuhi kriteria minimai tentang sarana dan prasarena schagaimanz Ketentuan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Pengadaan dan‘atau penambahan dan/atau penghapusan sarana dan prasarana diatur
tersendiri dalam Keptusan Yayasan setelah menerima usulan Rektor.

Pelaksanaan ketentuan ayat /?) dilakukan setelah memperoleh perset:juan Y PP-UP.

BAB XII1

REUANGAN DAN KEKAY AAN

Pasal 31

Keuangan
Pembiavaan pembelziarzn di UP diusulkan oleh Rekior dan ditetzokan olen Yavasan
berdasarkzn Lrteriz minimal tentang komponen dan besaran biana investasi dan biava
operastonal sesuzi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT



(2) UP dapat menggali sumber-sumber dana dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan
beasiswa, jasa, pembentukan unit bisnis/komersial, dan lain-lain.

(3) Laporan keuangan UP disusun berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan laporan keuangan diusulkan oleh
Rektor dan ditetapkan/disahkan oleh Yayasar. _

. - Pazpl 52
Kekayaan

(1} Kekayaan berupa benda dan/atau harta bergerak dan tidak bergerak merupakan aset
YPP-UP yang pengelolaannya diserahkan kepada UP.

(2) UP diwajibkan untuk menyusun daftar inventaris seluruh kekayaan dan melaporkannya
kepada YPP-UP secara berkala (setiap tahun). - .

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan dan/atau pemanfaatan dan/atau inventanisasi-dan/atau

penambaban dan/atav: penghapusan kekayaan diatur lebih lamjut dalam Peraturan
Rektor.

«

: BAB X1V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

- Pasal 53

(1) Pemjaminan mwiu intermal di UP _dikembangkan metalu__pﬁnempL_pemsanaaﬂ,
evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. .

(2) Sistem penjaminan mutu intemal UP berdasarkan Kerangka Kualifikas: Nasional
Indonesia (KKNI), Standar Nasional Fendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar
Pemiaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) ditetapkan dalam Peratwan Rektor.

Pasal 54
Standar Pendidikan Tinggi

(I} Standar Pendidikan Tinggi UP terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan
nonakademik vang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2) Ketentuan sebagaimeana dimaksud avat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peratran

Rektor.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55
Pada saai Statuta ini mulai berlaku:

I, Seluruh Kegiatan penselenggaraan dansatau pelaksanaan tridarma persuruzs tinzzi di

("P haruq berpedoman dan alau disLsuaiLan dengan keieniuan q{"IL"‘ '"5,

dan ‘atau bidang non akademik.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Rektor yang merupakan peraturan pelaksanaan dac Statuta ini harus
ditctapkan paling lambat 1 (satis) tahus terbitung scjak Statuta ini ditctapkan.

Pada saat Statdtd ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Yayasan
Pendidikan dan Perabina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tentang Statuta
Universitas Pancasila dinyatakas masxh (clap berlaku sepanjang tidak bertcntangan
dengan Stata yang baru.

Hai-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut daiam Pe-aturan
YFP-UP dan merupakan adendurn yang tidak terpisahkan dari Statuta ini.

Statutainimulai-berlaku-padatanggal ditetapkan.

‘, - Ditezapkan di : Jekarta
Pada tanggal - 2Y Juli 2015
o .- ) 3
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